Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Identitas Narasumber
Nama :
Umur
Pekerjaan
Pendidikan

B. Daftar Wawancara

Kepada Kepala Desa Tabunganen Tengah

1.

2.

Bagaimana Aparat Pemerintah Desa Tabunganen Tengah dalam Memberikan
iformasi mengenai Tanggung Jawab Dana Desa ?

Bagaimana Perwujutan Kewajiban Aparad desa Tabunganen Tengah dalam
Menerapkan Prinsib-prinsib Memepertanggung jawabkan Pengelolaan Dana
Desa BLT ?

Bagaimana Peran anda sebagai Kepala Desa sewaktu-waktu masyarakat ada
bertanya tentang berbagai kebijakan atau prosuder-prosuder yang menjangal
tentang Pengelolaan Dana Desa BLT ?

Pelayan Apa Saja yang dapat diberikan Pemerintah Desa Tabunganen Tengah
terhadap masyarakat ?

Kepada Seketaris Desa Tabunganen Tengah

1.

2.

3.
4.

Bagaimana Mekanisme Aparat Desa Tabunganen Tengah dalam Pengelolaan
Dana Desa yang menjamin Standarisasi ?

Adakah Media Publikasi yang terdapat di Desa Tabunganen Tengah untuk
mempublikasikan segala informasi terkait informasi Dokumentasi Kegiatan
Desa yang sedang berlangsung untuk dapat di pantau oleh setiap elemen
masyarakat ?

Bagaimana sistem dan Prosuder Perencanaan Pengelolaan BLT ?

Di dalam rapat perencanaan siapa saja yang menghadiri rapat tersebut ?

Kepada Kasi Keuangan

1.

2.
3.
4.

Bagaimana Peran Aparat Desa Tabunganen Tengah dalam menerapkan
Prinsib Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa BLT ?

Bagaimana Proses Pengelolaan Dana Desa BLT ?

Apa yang menjadi Dasar dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa ?
Bagaimana cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada rapat
Perencanaan di kantor desa tabunganen tengah ?

Kepada Kasi Kesra



1. Kesulitan atau Kendala apa yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa BLT
?

2. Apakah terdapat Laporan Berkala baik dari tm Pelaksana Desa maupun tim
Pelaksana Kegiatan mengenai Perkembangan Pelaksanaan ?

Kepada Pendamping Desa
1. Siapa saja yang mengelola Dana Desa BLT ?
2. Siapa yang mempertanggung jawabkan Dana Desa BLT ?

Kepada Masyarakat Kelas Atas

1. Bagaimana Tanggapan Ibu Tentang adanya Dana Bantuan Langsung Tunai
BLT?

2. Bagaimana kepercayaan ibu terhadap Aparat Desa Dalam Menyampaikan
Pertanggung Jawaban Pengelolaan dana Desa BLT ?

Kepada Masyarakat Kelas Menengah
1. Menurut Bapak apakah Kebijakan Pemerintah melalui Pemberian Bantuan
Langsung Tunai BLT dapat Mengurangi Jumlah Kemiskinan di Indonesia ?
2. Apakah Dana Bantuan Langsung Tunai BLT ini Bisa memberikan hal yang
positif terhadap masyarakat Miskin ?

Kepada Masyarakat Kelas Bawah
1. Apa manfaat BLT Bagi Masyarakat ?
2. Menurut Bapak apakah Kepala Desa yang saat ini baik dalam menentukan
Pemilihan Penerima Bantuan Langsung Tunai BLT ?
3. Apakah BLT ini tepat sasaran kepada masyarakat ?



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Kepala Desa
Tabunganen Tengah




Wawancara dengan Bapak Suriansyah Seketaris Desa Tabunganen
Tengah

5

Wawancara dengan Ibu Mardatisari Kaur Keuangan Desa
Tabunganen Tengah




Wawancara dengan Ibu NurHudayati Kasi Kesejahteraan dan
Pelayanan Desa Tabunganen Tengah

Wawancara dengan Ibu Martini Pendamping Desa Tabunganen
Tengah




Wawancara dengan Ibu Sumarni Masyarakat Desa Tabunganen
Tengah
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Wawancara dengan Bapak M.Riza Rifani Masyarakat Desa
Tabunganen Tengah




Wawancara dengan bapak Suriadi Masyarakat Desa Tabunganen
Tengah

Lampiran 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tabunganen Tengah

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAM DESA TABUNGANEN TENGAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Sumberdana ;1 005 Dans Dssa (APRN) Reabsasi .4 3111222021
KODE REK URALAN m?:::‘“ Rs(a;s)w I.EN(‘::L;IM|
1 2 ) . 5

“ PENDAPATAN
42 Peadapatan Transfor 72994500000 | 729.845.9006,0 040
421 Dana Dasa T29 845000 00 T30 5AS 000 00 G900
JUMLAH PENDAPATAN 72584500000 | 729,845 080,00 008

5 BELANIA

i DIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA SEE 78400 S219784.90 200
Ll Tata Praje Peroeontanan, Perenionasn, Kewangan dan &/ 838 7400 230878400 .20
10410, o s yariey S E38 78400 S40.704,00 000
52 Balanjs Barung dan Jasa 526478400 S.480.784,00 0,00
a2 Helasya Barsag Peclanphapan sRsrsem S8R TR0 .00
21 Belargn Permoghopan Al Romah Tengge den Bashan K S e8RS TA4 00 S 558 78400 oo
w“ BIDANG PELAXSANAAN PENBANGUNAN DESA 28597630 00 N00.781.500.00 11.208.100.00
az.01 St Bigang Pandssihan 2.600.00.00 £.602,000.00 059
c2.01.01 Panysiunggarn PAUDTICTPATKATTPOMadrasah NosF £.600.080.00 9,609,000,00 0,00
52 Belanjs Barang ten Jasa 0.600 500,80 9.409,000,00 0,00
522 Belana Josa Nenararhum 2.000.900,08 9,000 000,00 .00
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Sumberdana | DDS Dara Desa (APBN) Reolisasi s.d 311272021
ANGGARAN REALISAS) KURANG|
s sy (Rp) {Rp) Lﬂﬂ:’(.. ) |
1 2 3 B 5
s21. i Barang Parteny 42.257.600,00 20.207.600,00 | 12.000.000,00
5210 Belurgn Alat Tuls Kantor dan Bandu Pos 300 000,00 300 000,20 0,00
52100 Balarya Peringhapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K. 13.237 60000 9.787.600,00 3450.000,00
52106 Belonga Barang Konsumsi (MakanMewm) 2340000000 17.100.000.00 6.300.000,00
52108 Helarya B Aming 'S - 1.200.000,00 1 200 000,00 0,00
52108 Belarga Pakpian Dinas SeragamiAtriout 1. 500.000,00 1.900.000.00 0,00
52110 Helarga Bahan Otat-cbatan 225000000 0o 225000000
522 Belania Jasa Honosarium 6.500.000,00 5.700.000.00 $80.000,00
52205 Balurgn Jann Hororsnum Peiugas 8.500 000,00 5.700:000 20 BO0.000,00
521 Bolanis Pacjslnan Dinas 1.200.000.00 0.00 1.200,000.00
5.2301. Selania Penalanan Dinas Dalam Kabupaten®ota 1.200.000,00 000 1.200.000,00
524 Belanjs Jasa Sews 2.800.000,00 0.00 2.800.000,00
52400 felaryo Jasn Sewn Saerora Mobitas 2 500.000 00 0 2.500.000,00
525 8. Op P §00.000,00 0.00 600.000.00
525 Belaryn Jann Larggunen Listrik B00.000 .00 020 &00.000,00
02.02.90. P 9 - g Dwsa dengan P M. 75.550.000,00 75.550.000.00 000
52 Beulanjs Barang dan Jasa 75.550,000.00 75.550,000.00 000
521 Ve Barang Partenghap 75.550.000,00 75.580,000.00 000
s2108 Balargs Bacang Komume (MakanMeurm) 73800 000,00 73,500 000 00 000
52107 Belarja Bahan Materal 1.750.000 00 1.750.000,00 0,00
620291, |  Kogiatan Promotif dan Preventif Pancegahan Stumting Dy 5.400.800,00 325000000  2.150,000.00
52, Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.250.000,00 2150.000.00
521, Bolanjs Barang Partenghapan 2.850.000,00 1.450,000,00 1.400,000.00
5210 Belarin At Tuls Kanlor dan Benda Pos 1.000.000 00 S00.000 .00 500.000,00
5.2.100 Belarga Barang Konsumsl (MakanMieum) 1.200,000,00 £00.000,00 500,000,00
52108 Belaryn B Umbis Sp " 450 000,00 150.000,00 300 000,00
52108 Balnrgn Pabovan Dicvs SaragamAlrtat 200.000,00 200 000 00 0,00
5822 Belanjs Jasa Monorarim 1.800 000,00 1.800.000.00 0.00
5229 Bolarja Jasa Insomf Kades Keschatan Masyarakat 1.800 000,00 1.800,000,00 0,00
521 Belanjs Parjalansn Dinas 750,000,00 0,00 750,000,00
5.2.3.00 Belorya Kursia Pelmhan T80.000.00 0o 75000000
0203 Sub Ridang Pekeriasn Umum dan Penatasn Ruang 34.101.900,00 38.101.900.00 L)
02.03.01, Pemeliharaan Jalan Desa 3.600.000,00 3600,009,00 000
53. Betanja Modal 3.600.000,00 3 600.009,00 0.00
s3z2 Modal F Mesin dan Alat B 3.600.000,00 160000000 000
53210 Belarga Mocal Mesn 3.600.000,00 3£00.000.00 0,00
02.03.04 Parmsfiharaan Jombatan Desa 5.901.900,00 5.901.900,00 000
53, Belanja Modas! 5.901.900.00 5.901.900,00 000
516 Belanjs Modal Jembatan 5.901.900,00 5.901.900,00 0,00
53603 Balarys Modal - Bahan Bakuiw 590190000 5.901.900.00 0,00
02.03.05. Pomstiharaan Prasarana Jatan Desa (Gorong-gorong/Sel 28.600.000,00 22 600.000.00 000
Hataman 2




Sumberdana | DOS Dasa Desa (APBN) Reafisasi s.d 31122021
Y - (Re) o |y
1 2 3 4 s
82 Balanja Barang dan Jasa 9.609 000,00 73,600 600,00 0.00
526 Befanja Pemuiiharaan 28.600 000,00 28 600009, 00 0,00
52605 Befarngs Pesabharamn Juan 16.300.000,00 16.300,000,00 oco
52607 Belana P g vl o 12.300.000,00 12.200.000,00 Q.00
02.06 b Bidang Perwbungen, Koemuinikasi den intormatik 13.243.100.00 10.892.000.00 2.256.190.00
0206.00. Pembuatan dan Pengeiotaan Jaringan/instalass Komunik 200.000,00 0.00 200.000,00
s2 Belanja Barang dan Jasa 200000,00 0.00 200.020,00
526 Bafanjs Pemaiiharsan 200.000,00 0,00 200.000,00
52602 Beana Pemathaman Jategan dan Instalas (Lismk, wile 200.000,00 0,00 200.000 00
020000 Pangembangan dan Pemgeial o i Pemb 13.048.100.00 10.992.000.00 2.056.100,00
52 Belanjo Barang dan Jasa 13.045.100.99 10.992.000.00 2.066.100.00
san Balanjs Barang Py 7.944.100.00 5.£84.000,00 2.056.100,00
s2.1;m Befanga At Tubs Kamor dan Benda Pos 347 .000.00 0.00 347.000.00
52105 Belarga Barang Cetak dan Panggandaan 5247 100,00 3738 000,00 1,508 100.00
52108 Befarga Barang Koraums (MakanMrum) 2280 000,00 2.150.000.00 200.000.00
522 Belanfa Jasa Honovarium 3.000.000,00 1.000.000,00 .00
52208 Beama Jasa Hoooranum Potugas 3.000.000,00 2.000,000,00 .00
523 Befanja Parjalanan Dinas 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00
52301 B Pogalaran Dnas Dulam Kadopateni o 1.740.000,00 1 740.000,00 0o
525 Befanja Operasions F 364.000.00 244.000,00 0,00
$2505 Beanga Jma Langganan iermal 364 000,00 384 00000 0.00
L] BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN £.600.000.00 £.699.00000 200
.01 $ub Bidang Ketonteraman, Ketertiban Usvum dan Pesting $.000,00000 £.000.600,00 .00
020101 ¥ lenggaran Pos Desa 5.000.000,00 4.000.000,00 0,00
53 Balanja Modal $.000 000,09 $.000.000,00 0,00
s34 Balanjs Model Gedung, Bangunan dan Taman 5,000.000,00 .000.000,00 0,00
53402 Betang Mol Gedung, Banguean, Taman - Upah Tane 750 200,00 750 000,00 000
3400 Betarga Modal Godung. Bangunan. Taman - Bahan Bak 4.260.000.00 4.260.000,00 0.00
.04 Sub Bidang Kelombagaan Masvaraka 4.400.000.09 4.600 000,00 0.00
03.04.03 Pembinaan PKK 4.800.000.00 4.600 500,00 0,00
2. Balanja Barang dan Jasa 4.000 000,00 4.000 500,00 0,00
521 Balunje Bavang Perfenghapan 4 600 000.00 4800 000,00 0.00
S2.106 Beung Pakaan DrasSeragendAtrioul 4.600 000,00 4 £00.000.00 000
™ EIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20.100.009,00 20.090.00090 1.100.000,00
0403 Sut Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Despy 21.000.000.00 11.000.00.00 000
04.03,01. Peningkatan Kapasitas Kepata Dess 9.000.000 00 9.000 000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Josa $.009.000.00 9.000 000.00 0.00
523 Beianja Pacjalanan Dinas 9,000.000.00 9.000.000,00 0,00
$230m Betarga Kursus Polatinan 9000,000,00 2000.000,00 000
w0302 L L P Ounn 15.000.000.00 15.000.000.00 0,00




Sumbardana . ODS Dana Desa (APEN) Realisesi 5.d 31/12:2021
KODE REX URAIAN m?:.u;m RE‘A':I;\. mn:n-:l'nmop
1 F] 3 4 s
52 Betanja Barang dan Jesa 15.000.000.00 15.000.000,00 000
521 Belanja Parjatanan Dinss 15,000 000,00 15.000.000,00 0.00
52308 Betang Kursus Pelashas 15.000.000,00 15 000 000,00 0,00
04.03,03. Pemingkatan Kapasizs BPD 3.000,00,00 3.000.000,00 000
[+ 2 Betanja Barang dan Jasa 3.000.000.00 3.000.000.00 000
523 Belanja Pecjatanan Dinss 3.000.000.00 3.000.000,00 0.00
82300 Bolani Kursus Pelothan 3.000.000,00 3,000 000 00 0.00
24.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perfingungan Ac 2.100.000,00 2.005.000.80 1.100290.09
04.04.01. Patatihan dan Pespuluban Pembertayaan Py 3.100.009,00 2.000.000.00 1.100.900,00
52, Betanja Barung dan Jasa 2.100.000,00 2.000.000,00 1.100.000,20
823 Bedanga Perjatanan Dinss 2.100.000,00 2.000.000,00 1.100.060,00
5230 Babarpn Kumus Pelwshan 310000000 2000 000 00 1.180.006,00
o 4TRR00.000.00|  478.800.000,00 000
0501 2,00 080 000
05.01.00. Peranggulansn Bancana 9,00 0.00 0,00
54 Belanjo Tidak Tarduga 0.00 0.00 050
54t Belanja Tidak Terduge 0,00 6,00 0,00
54401, Bolarga Tidak Terduga 0.00 0.00 0.00
0503 Sub Bidang Kesdaao Mendesak 47809000000  478.809.000,00 e
05.03.00. P dasn Mand 47B.800.000,00 |  478.800.000.00 0,00
54, Belanja Tidak Terduga 478.800.000.00 47£.800.000.00 020
541 Bolanja Tidek Terduga 47850000000 |  478.800.000,00 0.00
S41m B Tidsh Tercuga 47880000000 | 47880000000 0,00
JUMLAM BELANJA TS2476.384.00| 73007020400 |  22.906.100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (23.951.384.00) (225.284,00) | (22.906.100,09)
[} PEMBIAYAAN
(X} Punerimaan Peeblayaan 23.131.384.00 23.131.384.00 080
611 SILPA Tatwn Sebelumoya 23131384 00 2313138400 o002
PEMBIAYAAN NETTC 23.121.384,00 2313138400 0,00
SISA LEBIH | (KURANG) PERMITUNGAN ANGGARAN 0,00 2290610000 |  (22.906 100.90)
T Teageh. 31 Desember 2021
Kapala Desa
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA TABUNGANEN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Sumberdana - DDS Dana Desa (Dropping APBN) Reolisasl 5.0 31122022
WOOR R 0 ) {Rp ) TR
1 2 3 4 s
4 PENDAPATAN
a2 Pendapatan Transfor 740.581.000.00 T748.591.000,00 0.0
21 Doras Doss 74059100000 T40.9%31.000.00 000
JUMLAM PENDAPATAN 740.591,000,00 740.591,000.00 0,00
8 BELANJA
il BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 21.600.000.00 2160090009 (2]
o101 Bonyeieogoacan Belania S8an, Tuniangan dan Opecasss 21.500.000.00 21.500.000.00 0.09
oo Peny I P jonal RT/RW 21.800.000,00 21.500.009,00 0,00
52 Balanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 21.600.000,00 000
525 \a Op # 21,600.000,00 1.600.000,00 0,00
52508 Belarga InsentiiOpeasional RTRW 21.600 000,00 21.800,000.00 0,00
vl BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 158.416.620.00 151,601.600.00 6.815.020,00
zn Sub Bidang Pendidikan 12.€00.000.00 12.600.009,00 0o
o201.01 Penyelonggaran PAUDYTI/ TPATKA TPQMadrasah Nonk 12.600.000.00 12.600.000,00 0.00
52 Belanjs Barang dan Jasa 12,600.000.00 12.£00,000,00 000
522 Belenje Jaa Honerarium 12.600.000,00 12.600.600,00 0.00
s22m Balarga Jass vaertll Ory PAVIVTPATEK 12.600 000,00 12.600.000.00 0.00
»n Sub Bidang Kesehatan 1034950000 | 123.434.500.00 6.715000,09
020201 Penyolonggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes M De 14.294.500,00 14.294.500,00 0,00
82 Bolanjs Barang dan Jass 14.294.500,00 14.204.500,00 000
521, Vs Barang F @ 8.294.500.00 8.204,500,00 0,00
5310 Balaryn Bahan Obat-obatan #.204 500,00 B 294.600.00 0.00
23 Aelanis Jaxa Honararium 6.000 200,00 6.000.000.00 0,00
5220 Belargn Jasa naertil Kador Kesenatan Masyacaia! ©.000.000,00 6.000.000.00 0,00
02.02.02, Penyaienggaraan F {Mhn T Kis Bum, 46.525.000,00 44.025.000,00 2,500.000,00
52 Belanja Barang dan Jasa 44.025.000,00 44.025,008,00 000
521, \e Barang Perfengh, 14.025.000,00 14.025.000,00 0,00
52106 Belaryo Barang Koraumal (MakanMinum) 14025 000,00 14.025.000.00 0,00
822 Bolans Jasa Nonorarium 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
522m Belaryn Jasa heontil Kater Kesohatan Masyaraat 30 000 000,00 30.000.000 00 0,00
53 Belanja Moda! 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
8312 Yo Modal P dann Py Mosin dan Alst 8 2.500 000,00 020 2.500.000,00
53208 Belarga Mocal Permlatan wsus Kesohatan 2800 000,00 0o 2.500.000,00
02.02.04 Penyelonggaraan Desa Siaga Kesahatan 7.530.000,00 4.040,000,00 3,540.000,00
52 Bolanja Barang dan Jasa 7.580 000,99 4.040.000,00 1.549.000,00
Halarnan 1




Sumberdana :  DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisas! s.d 31122022
ANGGARAN REALISAS! LEBIN/KURANG,
- b (Rp) (Rp) T
1 2 b ] 4 5
821, Bolaryas AL g P gk 4.430.000,00 §50.000,00 3.540.000,00
52101 Belanga Al Tuis Kantor dan Benda Fos 980 000 00 450.000,00 490.000 .00
52402 Balana Patengkapan Alat Ruman Tangga dan Bahan K 2.500.000.00 0,00 2.500,000,00
52106 Bularna Barang Konsuemal (MakanWSnum) B00.000 00 400.000,00 40000000
62108 Belarga bt S 150 000 00 0,00 15000000
522 Bolanja Jasa Homorariam 2.400.000,00 2.400.000,00 000
5220 Balargs Jasa waantl Kaser Kesshaian Masyiraks 2400 000 00 2.400.000,00 0.00
523 Belanja Perjatanan Diras 750.000,00 750.000,00 000
s230 Belang Kursus Pelatinon T40 000 00 750.000,00 0.0
02.02.90. Pancagahan Stunting Dess dengan P M. §1.750.000,00 61.075.000,00 675.000,00
52 Belanjs Barang dan Jass #1.750.000,00 61.,075.000,00 67500000
521, \ia Barang Periong s1.75000000|  61.075000,00 675.000,00
52103 Balargs Pedangrapan Alm Ruman Tangga dan Batan K 1.000 000,00 1.000.000,00 0.00
52106 Belangs Barang Konsarsl (MakanMnum) 80 750 000 00 60,075 000,00 A75.000.00
0203 Sub Bidang Pekeriaan Umum dan Penatasn Ruana 229050000  9.390.000.00 0,00
02.03.02. Pomeliharsan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 8.650.500,00 8.650.000.00 500,00
582 Belanja Barang dan Jasa 8.650.500,00 8.650.000,00 500,00
526 Belanjs Pemalibarasn £650.500,00 8£50,000,00 500,00
52.6.08 Belang Pemetharaan Jalan 8650500 00 8.680.000,00 500,00
e30e P M JGapura'Batas Desa 740.000,00 740.000,00 0.00
52 Balanga Barang dan lass 740.000,00 740.000,00 000
526 m Pemoliharaan 740.000,00 740.000,00 000
52604 Balnrga Pemaobbarasn Bangunan T40 000.00 740.000,00 000
0208 Sub Bidang Parhubungan. Komunikas dan Informatia 627652900  garricose 252000
weeo | » ol Pa tos! Komunik 299.52000 200,000,00 98 520,00
52 Belanja Barang dan Jasa 299.520,00 200.000,00 93.520,00
526 Bolanja Pemeliharaan 299.520,00 200.000,00 2052000
6.2.6.08 Belnrm Pemel gan dan (Listrl, tok 2808 52000 200.000,00 8952000
020690 Pang gan dan Pengeiol i Pembang $.977.100,00 8.977,100.00 0.00
52 Belanja Barang dan Jasa $977.100,00 8.977,100.00 000
LV AN Belarya B g Perfenghap 2.887.100,00 2887.100,00 200
82101 Bulang Al Tubs Kantor dun Benda Pos ME 10000 246,100,00 oo
52105 Belana Bararg Calok don Penggerdaan 1781 000 00 1.781.000,00 000
62106 Balang Barang Konsorml (MakanWinum) 1 850 000 00 1 860.000,00 0.00
522 Bolanjs Jass Homorariwm 2.090.000,00 2.090.000,00 00
82208 Belanga Josa Honoranum Petugan 2080 000 00 2.080.000,00 0.00
™ BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT amss0am00| 2soreraoce|  aeeseece
240 Sub Bidang Ketautan dan Perihanan 197.08040000 | 187.414780.00 570000
M08 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakanidil| 197.180 480,00 197.114.780,00 8570000
52 Balanjs Barang dan Jass 197.180.480,00 197.114.730,00 570000
527, Belanja Barsng dan Jesa yang Diseraisken hepacs M | 197.180.450,00 |  197.174.780,00 65.700,00
. Haaman 2
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Sumbestans | DOS Dans Desa (Dropping APEN) Reakamsi o4 31122022
popEane - (#e) (#9) )
1 2 3 “ : ]

52706 Robaryu B Beea T 4 107 140.480.00 107 114, 780,00 £5.700.00
0403 Sub Didang Pennghuatan Kagasiias Agaratur Dwes 47.009.020.99 4540000000 1500.009.00
s, Peni F Desa 43.000.000,00 41.400 000,09 1.600.009,00
52 Balanja Barang dan Jasa 43,000 .000.00 41.400.000,09 160000000
£23 Balanje Pevjalanae Dines 43.060.000,00 41.400.000,00 1.690.000,00
5230 Balarye Kuraus Polathae 43000 000 00 41,400 000 00 1,600 000 .00
S48, Peningkatan Kapasitas BPOD 3.000.000,00 1400003,03 .00
L¥ 3 Balangs Barang dan Jasa 3/400.009,00 2.000.000,09 008
i3 Belanga Pevjatansn Oinas J.000 000,00 3.000.000,00 0,00
52300 Belana Kuraus Polathan 2000 000.00 3.000 000,00 000
245390, 2 X Lak Kegs & Desa 1.00%.020 00 1.000.000,00 800
52 Balanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
523 Belanju Pajslanes Dines 1.000.009,00 1.000.000,00 0,00
8230 Bataryn Kursus Prtothan 1.000 800 00 1,000 500,00 000
0404 Sub Bidong Pesbardavaan Perempusn, Perindungan Ar £.500.00020 4300 009,09 2.000000.00
04,0401, Pul dan Pasy i ’ 6.509,000,50 £.500.000,00 2.000.009,00
a2 Haleng Barang dan Jasa £.400.009,00 4.500.000,00 2.000.008,00
523 Bolanje Furjelanss Dines 4.500.000,00 4.500.000,00 7.000.£00,00
szim Bolana Kursus Pelathan & 500 000 00 4.500 000,00 Z.000 00 20
04.06 Sub Bidang Dukungan Peeanaman Modal 1002.000.09 £.900.009,09 Lo
04.00.02, q BUM Desa (P ) #.009,000,00 9.000.000,00 0.00
52 Hulanja Barang dan Jusa 9.000.000,00 9.000.000,0% °.00
523 Balanja Perystanss Dinss 2.000.000,00 9.000.060,00 0,00
azam Datarya Kursus Peirihan # 000,200 00 #.000 200,00 ngo
L BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN § 198903 090 90 298,500.020.00 00
Lot Sub Bidang Pensngquipngan Beacans 29 . 200
05.01.00, Penanggulanan Bancana 000 0.00 000
54 Belanja Titak Tardugs 0,00 000 e.00
541, Bolanjs Tidak Terduga 0,060 0,00 0,00
sS40 Bukargn Tickak Tuertugn 0.00 .00 L
0503 Fub Bidang Koadaan Mandesas 19890000090 | 298.800.000,00 L
503,00, Pe Kasdaan Mendesak 298 809.020 00 230.900.000,09 .00
54 Belanja Tisak Terdugs 238.£00.000,00 298.200.000,00 9,00
541 Belanje Tidak Terdugs 298.800.600,00 298 800 000,00 0,00
84101 Bakorya Tidoh Tartuga 208 800 000 00 208,800 000.00 0,00
JUMLAH SELANJA 738549710020 719.016.380.00 19.480.720.00
SURPLUS | (DEFISIT) 2.093.900,00 1257462008 | (10.420.720.00)

L} PEMBIAYAMN
61 Ponecimann Pemblayass 12.906.100,00 22306 100,00 .
(AR} SLPA Tohun Sebetunna 22.906. 900,00 22906 100.00 ©.00

Yabman 3




Sumberdana : DOS Dana Desa (Dropping APEN)

Realisas) s.d 31/12/2022

K REX URAIAN ANGGARAN REALISASI | LEBIM(KURANG)
stitg (Rp ) (Rp | (Rp )
1 2 3 4 5
[ +3 Pangeluaran Pembliayasn 25.000.000,00 25.000 000.00 0.00
622 Penysdasn Modal Desa 25,000 000,00 26.000 D00,00 000
PEMBIAYAAN NETTC (2.093.900,00) (2.093.900,00) 0,00
SISA LEBIM | (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 000 10.480.720,00 |  (10.480,720,00}

TABUNGANEN TENGAH, 31 Desambor 2029

KEPALA DESA

M. YUSUF




ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TABUNGANEN TENGAH

TANUN ANGGARAN 2023
Sumbsrdana | DDS
KODE REK USAIAN "“(’:’:“' SUMBERDANA
1 2 3 4
4 PENDAPATAN
'ya Peandapatan Transfer 54,526.000,00
421 Oana Desa 52 526 00000
JUMLAM PENDAPATAM 854.526.002,00
L BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAMAN DESA $0.247.32090
11 Ponyslenggaran Belanys S3tap, Tumpangan dan Operasianal 50.347.520,00
Pemwintaban Dese
1107 Y ) P | RTRW 28 200 000 00 Sovber BOY
52 Betanja Barang dan Jass 29,800 000,00
828 Belanya Opavasionsi Persantoran 28.800.000,00
5258 Boania raentt Ogermuonal KTHRW 28800 000.00
1.1.08 Pany o | Dosa yang dari 2154752000 | sumter 50X
Dans Dosa
82 Batanja Barang dan Jasa 21,547 530,00
sar Belonjs Barang dan Jasa yang hapada Masy 21.547.520.00
5271 Belarya Bahan Perlerghapan uniuk Dsershian snpado Masyarakat 21 547 520.00
i RIRANG PLLAKSANAAN PEMOANGUNAN DLSA 452.004.900.90
ES} Sub Bigang Pendidihan 13.300.000.00
2.0 w0 PAUDTIITPATTKATPOMadrasah NooF ermal 13800 000.00 Busster 03
Mk Dena (Moner, Paksan ail)
52 Belanjs Barang dan Juss 13.880.000,00
521 Betans Barang Perfenghapan 1.200.000,00
s212 Bearya Porengsnpan Alal fuman Tangga dan Banhm Keoarmhan 1.200.000.00
822 Betanys Jasa Honororfum 12.600,000,00
523% Betarga Jass mentil Gury PAUDITPATER 12 600 000,00
2 Sub Bidang Kesehatan 146.222 000,00
am Pany > Pos K DesaPolindes Milik Dess (obiat, 11.752.000,00 Sarvber DO
Innentl, K8, dab)
s2 Belanja Barsng dan Jass 5.252 000,00
521 Betanja Barany Pertenghepan 5.252.000,00

'S 21 3
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ANGGARAN

KODE REK URAIAN (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4
2202 Penyel Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, 50.925.000,00 Swmber DOS
Insentif)

52 Belanja Barang dan Jasa 50.925.000,00

521 Belanja Barang Perfengkapan 14.925.000,00

5218 Belanja Barang Koasums! (MakanyMinum) 14.925.000,00

522 Belanja Jasa Honorarhum 36.000.000,00

52291, Balanja Jasa Insenaf Kader Kesehatan Masyarakat 36.000.000,00

2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesshatan (Untuk Masy, Tenaga 750.000,00 Sumber DOS
dan Kader Kesehatan dil)

52, Bolanja Barang dan Jasa 750.000,00

523 Belanja Perjalanian Dinas 750.000,00

5233 Bolanja Kursus Pelatihan 750.000,00

2290 Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan 78.660.000,00 |  Sumewr DOS
Tambahan utk Ibu Hamil dan Anak Balita

52 Bolanja Barang dan Jasa 78.660.000,00

st Belanja Barang Perfengkapan 78.660.000,00

82186 Bolanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 78 .680,000,00

220, Keglatan Promotif dan Preventif Pencegahan Stunting Desa 4,135.000,00 |  Sumeer DOS
melalui Rumah Desa Sehat

52 Belanjs Barang dan Jasa 4.135,000,00

52.1. Belanja Barang Perfengkapan 2.335.000,00

5211 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 515.000,00

5215 Belanja Barang Celak dan Penggandaan 600.000,00

52186 Belanja Barang Konsums! (Makan/Minum) $920.000,00

5218 Belanjs Bendera/Umbut-umbul/Spanduk 300.000,00

522 Belanja Jasa Honorarkum 1.800.000,00

522mM, Belanja Jasa Irsentd Kader Kesehatan Masyarakat 1.800.000,00

23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 292.082.000,00

230, Pomeliharaan Jalan Desa 3.060.000,00 |  Susver 005

52. Belanja Barang dan Jasa 3,060.000,00




ANGOGARAN

KOOE REK URAIAN (Re} SUMBERDANA
1 2 3 4

535 Bolanfa Modal Jalan/Prasarana Jalan 200.000,00

5358 Balarga Mol Jakan - Adminsirasi Keglutan 200.000,00

536 Bolanje Modal Jombatan 134.360,000,00

5361 Belarga Modal Jemb ~ Honor Pela o 1.200.000,00

5362 Balargs Modat Jembatan - Upah Tonaga Keeja 20.600.000,00

5343, Belarga Modal Jembatan - Bahan BakuMaterial 112,560,000 .00

2317, Pombuatan/Pamutakhiran Pota Wilayah dan Soslal Desa *) 5.085.00000 | Sumber D08
52 Belan)a Barang dan Jasa 5.055.000,00

521 Bolanfe Barang Perfengh, 2 965.000,00

521, Belarya Adat Tuls Kantor dan Benda Pos 676.000,00

5218, Belarya Barang Konsumsi (MakarvMinum) 2139.000,00

5218 Belarga B Umbiul-Lmbuti Spandus 150.000,00

522 Baelanja Jasa Nonorarium 1.740.000,00

5225 Belarga Jasa Hanoranum Petugas 1.740 000,00

525 Belanje Opevasional Peckantoran 350.000,00

5255 Belanga Jasa Langganan Intema! 350 000,00

26 Sub Bidang P ibungan, K Ikasi dan Informatika 3.200.000.00

2601 Pongelolaan dan P ganl Ikasl dan 2.000.000.00 Sumder DOS

Informasi Lokal Desa

52 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

526 Belanja Pomelttharaan 2.000.000,00

5268 Balana Pamelbaman Jarngan dan (Listrik, intorme 2.000.000,00

2.6.90. Pongembangan dan Pengelolaan Infs i Pembangunan Dosa 120000000 |  Sceder DOS

Berbasis Aplikas) Digital

5.2 Belanjo Barang dan Jasa 1.200.000,00

522 Belanja Jasa Honoracium 300.000,00

5225 Belarys Jass Honoranum Petugas 300.000.00

521 Belanja Porjalanan Dinas 800.000,00

5233 Balargs Kursus Polatinan 900 000,00

P R — I - = e~




ANGGARAN

KODE REK URAIAN (Re) SUMBERDANA
1 2 3 4
§271 Belanjs Bahan P o unuk O kepoads M. * 16,584,000 00
5272 Belanjn Bantuan Mesin®, Kenda uniuk Disoratkan kepe 73.236.000.00
429 Bantuan Pertanian Mlm'&u’l Peternakan 79.085.200,00 Sumber DOS
{BiblvPupuk/Pakan/Obat-obatal
52, Belanja Barang dan Jasa 79.085.200,00
527 Belanja Barang dan Jasa yang D¥: kan kepada Masyarak: 79.085.200,00
5272 Belanjo Bantuan Mesin/Peral L whuk Diseratikan kepe 1.527 000,00
53275 Bolanja Bantuan Bibil Tanaman/HewanIhan 21,935 200.00
52790 Belanja Bantuan PupukPakan/Obat-Obatan TanamanHewan 65 623.000.00
43 Sub Bidang P [ Kapasitas Ap Desa 59.750.000,00
4301 Peningkatan Kapasitas Kepala Doaa 11.500.000,00 | Sumber 005
52, Belania Barang dan Jasa 11.500.000,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 11.500.000.00
5231 Belanja Kursus Pelathan 11.500.000,00
4302 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 34.250.00000 | Sumber 008
s2. Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00
523 Bolanja Perjalanan Dinas 34,250.000,00
5233 Bolanjs Kursus Polathan 34.250.000.00
430 Peninghatan Kapasitas BPD 3.000.00000 | Sumber 005
52, Belans Barang dan Jasa 3.000.000,00
523 Belanja Pocjalanan Dinas 1,000 000,00
5233 Belanjo Kursus Pelathan 3.000.000.00
4390, Pondngkatan Kapasitas Polaksana Keglatan ¢ Dosa 11.000.000,00 | Sumber 005
52, Belanjs Barang dan Jasa 11.000.000,00

Balaanle Bacdalanas Nleas




KODE REK URAIAN ANGGARAN SUMBERLC
{Rp )
1 2 3 4

0. Penerimaan Pembiayaan 10.480.720,00
611 SILPA Tahun Sebefumeya 10.480.720.00
6.2 Pangeluaran Pemblayaan 20.000.000,00
622 Pervpurtaan Modal Desa 20.000.000.00
PEMEBIAYAAN NETTC (9.519.280,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

TABUNGANEN TENGAHN, 05 June 2023
Kepala Desa

M. YUSUF, 8 Pd.|



Lampiran 4 Peraturan Bupati Barito Kuala No.58 Tahun 2021

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 65
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat
(6),Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5)
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentangPengelolaan  Keuangan  Desa,telah  ditetapkan
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomeor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321});

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



9.

10.

11

12.

13

14,

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan KeuanganDesa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

Peraturan M i Desa, Pemb inan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peratura.n Menteri Dalam Negen Nomor 73 Tahun 2020
Desa (Berita
Negsm Repubhk Indonesxa ‘Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor 24)secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);



20. Peraturan Dacrah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATIBARITO KUALA NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGANDESA

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun
2018 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat 4 dan ayat 6 Pasal 8 diubah, schingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (3) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnyva tidak dapat
dilakukan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran,

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, yang terdiri dari :

a Ketua;
b Sekretaris; dan

¢ Anggota.

(3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada
saat penyusunan RKP Desa.

(4) Tnm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

melaksanakan Swakelola;

b. menyusun dokumen Lelang;

¢. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui
Penyedia;

d. memilih dan menetapkan Penyedia;

e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan

f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

(6) Ketentuan mengenai sifat dan jenis kegiatan yang dapat dibantu oleh tim
vang melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut pada peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.



2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢
melaksanakan fungsi kebendaharaan,
(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima,
menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
(3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar atas nama Pemerintah Desa.

3. Ketentuan huruf f Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2)
huruf ¢, terdiri atas :
a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
©. penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga simpanan uang di bank; dan
f. pendapatan lainDesa yang sah, antara lain :
1. Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah;
2. Hadiah/Penghargaan atas prestasi Desa; dan
3. Lain lain.

4, Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, yaitu
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

(3) Penggunaan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
ketentuan :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja

Desa untuk mendanai :

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja
operasionalPemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun
warga;

2. pelaksanaan pembangunan Desa;

3. pembinaan kemasyarakatan Desa;

4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan



b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah belanja Desa
digunakan untuk :
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan
perangkat Desa lainnya; dan
2, tunjangan dan operasional BPD.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan setelah ayat (3)
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada pasal 24 ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat
terjadinya bencana alam dan bencana sosial,

(2) Termasuk dalam kriteria bencana alam dan bencana social :

a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang disebabkan oleh alam, meliputi antara lain :

1. gempa bumi;

2. banjir;

3. kekeringan;

4. angin topan;

5. tanah longsor;

6. kebakaran, dan

7. angin puting beliung

b. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemi
meliputi :

1. konflik sosial antar antar kelompok atau komunitas masyarakat;
2, wabah penyakit;dan
3. serangan hama

c. korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2
Kepala Keluarga)

d. bencana berdampak pada ketidakmampuan korban untuk memenuhi
kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa saat terjadinya bencana
hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra
desa dan/atau maksimal sampai dengan 7 hari setelah bencana terjadi.

(3) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial :

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. perbaikan sarana dan prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat
sementara

(4) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi
kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan,

p pungan dan pat hunian a

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 26

(1) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
pasal 24 ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat
karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang
menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(2) Termasuk dalam kriteria keadaan darurat, antara lain :

a. adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang
diakibatkan bukan karena bencana; dan

b, adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana
pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa
jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

(3) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat :

a, Sarana prasarana kesehatan meliputi Posyandu, Puskesdes, Polindes
dan sarana prasana kesehatan milik desa lainnya ;

b. Sarana perasarana pendidikan meliputi PAUD, TKA, TPA dan sarana
sarana prasarana pendidikan usia pra sekolah lainnya;

¢, Sarana prasarana ekonomi masyarakat meliputi Pasar Desa; dan

d. Pemanfaatan bersifat komunal.

7. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 27

(1) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada
pasal 24 ayat (1) merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan
pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

(2) Termasuk dalam kriteria keadaan mendesak, yaitu :

a. sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka sangka
terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan :
1. Resiko kematian
2. Resiko sakit berat dan/atau cacat permanen
3. Resiko putus sckolah
b. bersifat individual

(3) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan adalah :

a. keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata
pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian;

b. tidak memiliki fasilitas MCK sendiri;

¢. tidak memiliki asset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit,
emas, ternak dan barang modal lainnya.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 28

(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk belanja tidak terduga adalah sebagai
berikut :

a. untuk penanganan terhadap penanggulanga bencana dan mendesak
yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit
berat :

1. atas perintah Kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang
dengan SPP Panjar yang diajukan oleh kasi/kaur sesuai bidang
tugasnya;

2. Kasi/kaur menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan pen
keadaan dimaksud pada angka 1 dan diajukan kepada Kepala Desa
melalui Sekretaris Desa;

3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan;

4. Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa menyetujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan
verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;

b. Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak desa yang tidak menimbulkan resiko kematian
dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap melalui
tahapan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, angka 3, dan angka 4.

(2) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kera

Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara

paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.

(3) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada

Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6) Pasal 33 diubah dan ayat (10),
ayat (11), ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b
digunakan untuk menganggarkan kekayaan desa yang diinvestasikan
dalam BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama untuk meningkatkan
pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran
pembiayaan dalam APB Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang atau
barang selain tanah dan bangunan..

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan
usaha.

(5) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, meliputi :

a. berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya
penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;

b. alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan
Khusus; dan

c. alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang undangan dengan tetap berpedoman
pada analisis kelayakan.



(6) Indikator penilaian analisa kelayakan penyertaan modal, meliputi :

a. Penyertaan Modal Awal :

1. Adanya Sumber Daya Alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga
sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan;
dan

2. Adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang
usaha dan administrasi.

b. Penyertaan Modal tambahan :
1.Usaha BUMDesa dari pengelolaan sumber daya alam dan/atau

industri kergjinan rumah tangga scbagian besar masyarakat
menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari grafik peningkatan
produksi dan pemasaran;

2. Laporan keuangan tidak defisit;

. Gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;

4. Proyeksi Break Even Point 2 tahun atau sesuai perhitungan.

5. Proycksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai
perhitungan

6. Tidak ada konflik kepengurusan.

(7) Tata cara penyertaan modal ditentukan sebagai berikut :

a. pengurus BUM Desa menyusun rencana usaha berdasarkan hasil
studi kelayakan usaha dan investasi;

b. pengurus BUM Desa menyampaikan usulan penyertaan modal kepada
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;

c. sekretaris Desa melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal
meliputi aspek legalitas, administrasi, teknis dan ekonomis serta
disampaikan kepada Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal
untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan BPD;

d. loka karya untuk penyampaian rencana usaha dan hasil uji kelayakan
penyertaan modal kepada BUM Desa;

€. penetapan peraturan Desa tentang pendirian dan penyertaan modal; dan

{. pemerintah Desa mencantumkan dalam APB Desa.

(8) Dokumen usulan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf a, minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang
dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, dan
analisis keuangan.

(9) Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf c berasal dari unsur masyarakat, pemerintah Desa, dan
pemerintah Daerah Kabupaten,

(10) Dihapus.
(11) Dihapus.
(12) Dihapus.

10. Ketentuan Ayat (5) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 37

(1) Sekretaris Dega_»mer_:ya_mpaikan Rancangan Peraturan Desa tentang



(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

{4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah hanya dapat melakukan
kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan
pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran
APBDesa mendahului Peraturan Desa mengenai APBDesa sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

11, Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat {4) Pasal 39 diubah, setelah ayat (5)
ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 37 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat
3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
{2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan dekumen meliputi :
a. surat pengantar;
b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
d. peraturan Desa mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, bagi Desa yang
menganggarkan dana cadangan,
f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, bagi Desa yang
menganggarkan penyertaan modal;
g. berita acara hasil musyawarah BPD;
h. laporan kekayaan milik Desa/laporan Rincian Aset Tetap Desa;
i. laporan Penyertaan Modal sampai dengan tahun berjalan.
(3) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Tim
Evaluasi APB Desa Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat,
(4) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
a. Camat sebagai Ketua;
b. Kepala Seksi yang menangani Pemerintahan atau Pemberdayaan
Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
¢. Unsur Pemerintah Kecamatan dan Instansi tingkat Kecamatan terkait
sebagai Anggota.
(5) Pelaksanaan evaluasi APB Desa berpedoman pada panduan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana terlampir.
(6) Sebelum melaksanakan tugas, tim evaluasi APBDesa Kecamatan



12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait dalam
pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
keputusan Camat atas nama Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan dimaksud,

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan desa dimaksud
berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan
menjadi Peraturan Desa.

(5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan hasil
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

13. Setelah ayat (3) Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) tidak
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi
Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Peraturan dimaksud dengan
Keputusan Bupati.

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama
BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa

T v Aorat melaliiikean. nenoehilaran terhadan onerasional






14. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 42

(1) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi,
ditetapkan Kcpala Desa menjadi peraturan Desa tentang APBDesa.

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa
tentang APB Desa.

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati
melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

15. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 43

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi schbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan Kkegiatan
pengadaan barang/jasa; dan
c. alamat pengaduan.

16. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 44 dirubah schingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun
berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
¢. keadaaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.
(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3) kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa :
a. Bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau
kerusuhan social yang berkepanjangan;
b. Perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
desa tahun berjalan;
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17. Ketentuan aynt (1) Pasal 46 disbah, ayat (2, ayat (3) dan aywt (4) dihapus
sehingps Pasal 46 berbunyl sebagal benkut |
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18. Ketentuun ayat (4] Pasal 47 dirubah schinggs berbuny) sebuagal berikut -
Paxal 47

(1] Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dess merupakan penerimann dan
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19. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A
schingga berbunyi scbagai berikut :

Pasal 47A

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

(2) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa melakukan perubshan Rekening Kas Desa pada Bank yang
ditunjuk Bupati

(3) Perubahan data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan Kepala Desa kepada Kepala Dinas PMD dengan dilampiri
dokumen :
a.surat perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas Desa yang

ditandatangani Kepala Desa;
b. informasi data Rekening Kas Desa; dan
¢. Asli rekening koran.

(4) Kepala Dinas PMD melakukan penelitian dan menyampaikan permohonan
perubahan Rekening Kas Desa kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri :

a. surat perubahan data Rekening Kas Desa vang ditandatangani Kepala
Dinas PMD;

b.surat perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas Desa yang
ditandatangani Kepala Desa;

¢. asli Rekening Koran; dan

d. informasi data Rekening Kas Desa.

(5) Berdasarkan surat permohonan scbagaimana dimaksud ayat (4), Kepala
BPKAD melakukan penelitian terhadap perubahan Rekening Kas Desa.

(6) Dalam hal dokumen telah lengkap dan benar, Kepala BPKAD melakukan
pemutakhiran data Rekening Kas Desa.

(7) Perubahan Rekening Kas Desa untuk keperluan penyaluran Dana Desa
yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
mengenai pengelolaan data Supplier dan data kontrak dalam sistem
perbendaharaan dan anggaran Negara.

(8) Format Informasi data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dan Ayat (4) huruf d tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 69 dirubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 69

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang
telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP Panjar yang
diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
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4)

5)

(6)

@
@

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada
penyedia atas dasar DPA dan SPP definitif yang diajukan oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
Mekanisme pengeluaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud ayat (3)
untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai transaksi pembayaran
lebih besar dari 1.000.000,- {satu juta rupiah) dilakukan melalui transfer
ke rekening penyedia barang/jasa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan oleh
Kaur Keuangan dengan pemindahbukuan ke rekening penerima atas dasar
DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur TU dan Umum atau Kaur Umum
dan Perencanaan dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5} dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan
kuitansi penerimaan.

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani
oleh Kaur Keuangan.

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani
oleh penerima dana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Diundangkan di Marabahan

Ditetapkan di Marabahan
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Lampiran 1 Proposat Sknpsi

Penhal  Permohonan 1zin Riset

Kepada Yth

Kepala Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen
anrupuonsmm

di - Termpat

Assalamu' alasum Warshmatuilah Wabarskatuh
Dengan Hormat, yang becanda tangan di bawah ol membenkan penugasan
kepada

Nama PARADILA HUSNA

NiM 180102030141

Program Studt  Mukum Tata Negara (Siyssah Syartyysh)

Semestor Vil {Detapan)

Alarnat Da  Taburganen Tengah RTO4 RWO1 Kec

Tabunganen Kab. Batola

untuk melaksanakan riset dalam rangks panyusinan Skripsi selama ' Bulan dan
tanggal 15 Mei - 15 Juni 2023 dengan judul:

Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa
Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala)

mmmaumgutwwm

@inrekomendasi kepade mahasiswa (1) untuk rse! sesum
dengan ketent b surst ini di sampaikan proposal sknps:.

Deminan surat in disampaikan, sias perhasan dan kenasamanya diucaphan
tersma kash

Wassatamu stakum Warashmatullah Wabarakatuh

Sholihin, SAg. MAg s/
112003121001

0B 167301



Lampiran 9 Balasan lIzin Riset

Dipindai dengan CamScanner




Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehenshif

KEMENTERIAN AGAMA REPURLIK INDONESIA
A UNIVERSITAS (81 AM NEGERIANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAN

Jubs Jendcral Alemad Yaru Kin 4.3 Danjarmass
UIN Tatp 11 Uy
b o lﬂ&-d Wb www b aminant o o

SURAT KETENANGAN
Nomor B 4TS | fUs 1431 289 00 S00902)

Yang bertancs tangas @ BEWRh ik, Watua Prodl HTN, menyalehan Sengan sedenamyd tahwa

amas Pacsdin Hoang
et 0010200011y
prEry HTn

Telah melskanausn an komDithenss pads
ManTargpel | Tuesday. & Accl 2023
W

£ 1100+ 1300
Tempst Ruang Wundsaspan ontne
GONGAN BASLNEN BN DG SebIGM Derftet
KevaAnggsta | Drs M Bas Masyiun Hamd, MAG
Angoeta D W Anwer Hafidsl, Le, MAS
Anggots Are Sulstyono, S.Sos, MM
Adagun nial yeog adalah BO9 Gan denpatshan Lubs

Tumbusan

1. Rekoor UIN Artasan

1 Kabag Kecangan UM Artasen
3. Mahaaisws pts

4 Asp -
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KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1359/ Un 14/110.2/ PPO09,/ 00/ 2023
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasan Banjarmasin
Menerangkan bahwa

PARADILA HUSNA

NIM : 190102030111
Kelahiran Tabunganen Teangah, 24 Oktober 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
vang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasan Banprmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 7 Maret 2023
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H_ A~
NIP.19710519 199703 2 001

ot



Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Kompoter
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PUSAT KOMPUTER PAKULTAS SYARIAN
& PUSKOM FASYA

ANTASARI BANJARMASIN
UIN 2avmmm uu}’m Ten (9A11) 0EPRY

SERTIFIKAT

Nemor 1 FS-PF/Pel/11/190102030111 /2023

Puat Kompeter Fabudtas Syariah (PMesdom Farya) UIN Astuast Basjarmass menystaban havas:

PARADILA HUSNA
Termpat das Taaggal Lahit :
Ti{BUNGANEN TENGAH, 24 OKTOBER 2000

; Tetah Lues Pristiban Aplikasi Komputer
FROGRAM
Mot Offce Ward

\




Lampiran 13 Sertifikat Asrama

Nepsla  UFL (Madir]  Maead  sbdas'ah  UEN  Antasan
Baajarmenin drages i meneranghas bahwa:

Neoma * Parudile Husns
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Lampiran 14 Nilai Ekstra Kurukuler

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasyai@uin-antasari ac id website: www f5 uin antasari ac.id
NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Paradila Husna
NIM : 190102030111
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)
Semester : VIIII Sembilan

Tahun Akademik  : 20232023

NO ASPEK JUMLAH NILAT ‘
KEGIATAN | KEGIATAN | KUMULATIF NEYERANGAY

1. | Aspek Pokok :

a. Aspek 4 31 . Sertifikat Ma’had Al Jamiah
keagamaan dan tahap5 (25)
moral Pancasila. . Sertifikat Tes Keterampilan
Keagamaan (2)

. Sertifikat Tes Kompetensi
Baca Tulis Al-Qur’an (2)

. Sertifikat Tes Keterampilan
Komputer (2)

b. Aspek /
kepemimpinan - Peserta PBAK UIN Antasan
:i:nmployalms 5 1 Bamarmasm. 2019 (1)
almameter, - Peserta studium general
negara, bangsa fakultassyariah tahun 2019
dan agama

(1)

- Peserta Talk Show
Kepemudaan Nasional oleh
DEMA Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Antasari
Banjarmasin Tahun 2020 (3)

- Peserta Webinar Nasional
oleh Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin dan
Academics TV Tahun 2020
(3)

. Peserta Sosialisasi Hasil
Penelitian melalui Diskusi
Daring obrolan Peneliti
(opini) oleh Kementrian

Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Kantor Wilayah




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Ul‘N Jalan A Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
ANTASARI emall {1y 25 wm amanar ac 1 webse waw f3 wt ptese 2 o
2 [ Aspek Penunjang : ~ 8K Repengurusan  HMJ
o Aspek ’ 3 s HTN periode 202072021 (2)
. Senifikat Panitia Makrab
bakat dan minat oleh HMJ HTN 2020 (2)
«  Beawf ot Fanith & " Posae
Pkl WA‘M
u-m...t"pﬂum}
Mo 3030 Twwjual
Ly)
b Aspek 2 2 14 Mmiludmlbul-l
pengabdian 7
masynrakat . Sertifist Magang Peagadilan
Negeri Mambahan sctama |
Bulan (7)
JUMLAN » ®

Banjarmasin, 14 September 2023

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

NIP, 19790410 200604 1 019

= 1 (satu) rangkap wntuk yang bersanghutan




Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Nama : Paradila Husna
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tabunganen Tengah, 24 Oktober 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Alamat :Desa Tabunganen Tengsh Rt 04 Rw.01 Kec. Tabunganen
Kab. Barito Kuala
7. Pendidikan : SDN | Tabunganen Tengah (2007-2012)
: SMPN | Tabunganen (2012-2016)
: SMAN | Tsbunganen (2016-2019)
: UIN Antasari Basjarmasin (2019-Sckarang)
& Pengalaman Organisai < HMJ HTN Anggota Bidaag Sospol (2020-2021)
9. Suami
Nama : M. Riza Rifani
Pekerjaan ; ASN
Alamat Desa Tabunganen Tengah Rt.04 Rw.01 Kec Tabunganen
Kab. Barito Kuala
10. Orang Tua
ou
Nama : Subarni
Peketjaan :IRT
Alamat : Desa Tsbunganen Tengah R1.04 Rw.01 Kee Tabunganen

Kab, Barito Kuala



11. Saudara (jumlah saudara) : Anak ke-2 dari 2 Berssudara



